
GUBERNUR ]AWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TBNGAH

NOMOR 700" 1 / B TAHUN 20 16

TEN'TANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

DI PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

Mengingat

GUBBRNUR JAWA TENGAH 
'

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden

Nomor 87 Tahu n iOtO tentang Satuan Tugas Sapu Bersih
pungutan Liar periu dibentuk satuan Tugas sapu Bersih
pun[utan Liar di Provinsi Jawa Tengah dengan l(eputusan

Gubernur Jawa Tengah;

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentanS4

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan
Peraturan-peraturan Negara 'lahun 1950 Halaman 86-
e2);

2. Undang-Unclang Nomor B Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undan[ Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Irrdonesia Tahjn 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ');

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
, Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan l3ebas Dari
"' Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 7999 tentang
Pemberantasan Tind.ak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

20 'lihun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun lggg tentang Pemberantasan Tir-rda-l<

Pidana I(orupsi (Lembaran Negara Repr-rblik Inclonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tenti:.ng Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara l?epr-rblik

Inclonesia Tahun 2OO2 Nornor 2, Tarnbahan Lembarr'ln

Negara l?epublik Indonesia Nomor a 168);

6. Unciang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO4 tentang l(ejaksaan
Repr-rbilk Inclonesia (Lernbaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2ao4 Nomor 67, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor aaOl);

Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Iniormasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo8 Nomor 6 tr , Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor aBaQ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
publik"(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 224, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telifr diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tah|un 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679\;

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Sertuarn

'lugas Sapu Bersih Pungutan Liar;

MEMU'I'USI(AN :

lvlenetapkan

KBSATU

I{BDUA

I(BTIGA

Membentuk Satuan Turgas Sapu Bersih Pungutan Liar di
Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
Gubernur ini.

T.rgur Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU yaitu melaksanakan
Pemberantasan Pungutan Liar secara efektif dan efisien
dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satueln kerja
dan sarana prasarana baik yang berada di Instansi Vertikal/
Perangkat Daerah"

wewenang Satuan Tugas sapu Bersih ,?ungutan Liar
sebagaimana climaksud- dalarn- diktum KtrSATU sebagari

berikut :

a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan
Pungutan Liar;

b. melakukarl pengumpulan data dan informasi dari Instansi
Vertikal/Peranglat Daerah dan Pihak la.in yang terkait
clengan menggunakan Teknologi Informatika;

c. mengkoorclinasi, merencanakan dan melaksartakan
operasi berantas Pungutan Liar;

d, rnelaksanakan Operasi Tarrgkap Tangan;
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e. memberikan rekomend.asi kepada pimpinan Instansi

Vertikal/Rerangt<at Daerah serta Gubernur untuk

memberi sanksi kepada pelaku Pungutan Liar sesuai

ketentuan Perundang-undangan;

f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan

pelaksanaan tugas unit 
-Satuan 

Tugas Pungutan Liar

disetiap instansi penyelenggara pelayanan public kepada

Pimpinanlnstansi-Vertikal/PerangkatDaerahdan
Gubernur; dan

g"melaksanakanevaluasikegiatanpemberantasanPungutan
Liar.

Uraian Tugas Satuan Tugas Sapu Bersih--Pungutan Liar

sebagaimana dimaksud Jalam diktum KESATU sebagai

berikut :

a" Penanggungjawab yaitu mengendalikan' mengevaluagi dry
melaporkan pelaksanaan t'g^" Satuan Tugas Sapu Bersih

Pungutan Liar kePada Gubernur;

b. Kepala Satuan Tugas:

1. membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran

kebijakan Gubernur;

2. melaporkan kegiatan Satuan Tugas kepada

Penanggungjawab-Secaraberkelanjutansetiapbulan
atau ..-*utlr-waktu dalam hal bersifat khusus dan

kontijensi;

3.melakukankoordinasidengansekretariatdalam
rangka pengumpulan data dan informasi pendukung
kegiatan Satuan Tugas; dan

4.melaksanakanKomand'o,PengendaliandanPengawas-
JianterhadapPelaksanaHariandanseluruhsubSatt.ran

Tugas.

c.KelompokAhliyaitumemberikanmasukandanSaran
kepada Kepala Satuarr Tugas berkaitan dengan tugas

Satuan rugas <lan memberikan Asistensi terhadap

Perencanaan-,PelaksanaanmaLlpunevaluasikegiatan
Satuan Tugas;

d"sekretariatyaitumembantupelaksanaantugasKepala
Satuan tugas dan dalam pela[sanaannya dibantu oleh 5
(lima) i<ef'aa Bidarrg yaitu Biclang Operasi' Bidang

Logistik, Bidang Administrasi Umurn, Bidang Keuangan

dan gidang Tata Dan Informasi;

e. Kelompok Kerja/Sub Satuan Tugas Bidang Intelijen:

l.deteksiterhadapaktivitasPungutanLiaryang
dilakukanolehAparaturNegaradalammemberikan
pelaYanan terhadap masyarakat;

2. pengamanan keclalam terhadap kemungkinan adanya

tantangan yang bersr;mber dari luar maupun daf
dalam-SatuanTugasagarsatuanTugastidak
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l.t terhalang atau terganggu daiam melaksanakan tugas

pokoknYa;

3. penggaiangan dalam rangka menciptakan kondisi

tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi

pelaksanaan Tugas Pokok Satuan Tugas; dan

4,pengamananterhadapsasaran-Sasarantertentudalam
rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak

yang memanflatkan kelemahan-kelemahan Satuan

Tugas seUag.l sarana Ekploitasi untuk menciptal<an

Yang tidak kondusif'

f. Kelompok Kerja/Sub Satuan Tugas Bidang Pencegahan

yaitu ^melakui<an upaya-upayu' Pte'entif baik melalui

sosialisasi, p."V"fufl'a", petatif'an dan kegiatan lain dalam

rangka ..r..r""glh terjadinya Pungutan Liar;

g. Kelompok Kerja/Sub Satuan Tugas Bidang Peninderkan

yaitu melakukan upaya-upaya represif (O'm) terhldlg
pu.ru. pelaku-iungutan Liai iiseluruh Instansi Vertikal/

PerangkatDaerahyangmemberikanPelayananPublik;

h. I{elompok KerjalSub Satuan Tugas Bidang Yustisi.yaitu

memberikanmasukandansarankepadaKetuaPelakserna
berkaitan 

- 
dengan pelaku yang sudah dilakukan

penindakan,apakah-dilakukanpenindakansecara
Administrasi atau secara Pidana'

Guna kelancaran pelaksanaan Satuan Tugas sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU, masing-masing Instansi

anggota Saluan Tugas untuk menetapkan personil dengan

Kepr,rtusan sesuai dengan penugasan yang ditetapkan dalarn

Keputusan Gubernur.

semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapl<annya

, Keputusan buUlrrr,], ini dibebankan pada Anggaran masing-

masing Instansi terkait"

KELIMA

KBBNAM

I(ETUJUH Keputusan Gubernur
ditetapkan.

ini mulai berlaku Pada tanggal

2@1 6

PRANOWO

Sl!!I$Al[ Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Y*'h' :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. I(etua o"*^r. Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Para Asisten <ti lingkungan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
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6" Inspektur Provinsi Jar'va Tengah;
7. Para Kepala Satuan Kerja Peiangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

8" Ansgota Tim.
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LAMPiRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NoMoR 7@0.1f 8 TAIIUI{ 201 6

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR DI PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO. NAMA/JABATAN
KEDUDUKAN DALAM

TIM

I 2 3

1
l. Gubernur Jawa Tengah Pengarah

2. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Pengarah

3" Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Pengarah

4.

5.

Panglima Daerah Militer iV Diponegoro Pengarah

Wakil Gubernur Jawa Tengah
Pengendalil

Penanggungiawab

6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Wakil Pengendali/
Penanggungiawab

7. Inspektur Pengawasan Daerah l(epolisian Daerah
Jawa Tengah

Kepala Satuan Tugas

8. inspektur Provinsi Jawa Tengah Wakil Ketua Satuan
Tugas I

9. Asisten Pengawasan
Tengah

Kejaksaan Tinggi Jawa Wakil Ketua Satuan
Tugas II

10. Kabidkum Kepblisian Daerah Jawa Tengah Kelompok Ahli

i1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa'l'engah

Kelompok Ahli

t2. Asintel pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Kelompok Ahli

13.

14.

Pametr Ahli Kodam IV DiPonegoro Kelompol< Ahii

I(epala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah
Kementeriar: Hukum Dan HAM

Kelompok Ahli

15. Kepala Kantor
Nasional dan ATR

Wilayah Badan Pertanahan
Jawa Tengah

Kelornpok Ahli

16. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Jawa Tengah

Kelompok Ahli

Keiompok Ahli17. Kepala Badan
'lengah

Intelijen Negara Daerah Jawa

18. pada ItwasdaInspektur Bidang Pembinaan
I(epolisian Daerah Jawa'lengah

Sekretaris i \./
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(rol'arorie Tnsnektorat Provinsi Jawa Tengah Sekretaris II
19.

rTrorrr rdcnotisian Daerah Jau,aTengahr (5 orang) vl J eia"ry %:t^tr)n

[f"r" Satuan polisi pamong Fraja provinsi Jarva

Tengah

f*tp.f.*r Pembantu pada Inspektorat Provinsi'

Jawa Tengah

Gt.u Fungsional pada Kejaksaan Tinggi t"*7
Tengah (2 orang)

Dohanr{eren Sons Kodam IV Diponegoro

Bidang OPerasi
21.

Bidang OPerasia)

Bidang OPerasi
ZJ,

Bidang OPerasi
24,

Dal-rande^r1s Sons Kodam IV Diponegoro Bidang OPerasit<

Kepaia Bidang
dan Sarana
rlonfnr Wilavah

Inteiijen, Penindakan Informasi
Komunikasi Keimigrasian Pada
Kementerian Hukum Dan HAM

Bidang OPerasi
26.

Bidang OPerasi
27. Bimbingan

Informasi
Wilayah

I(epala Bidang Pembinaan
Pemasyarakatan, Pengentasan. Anak'
dan Komunikasi Pada Kantor
I{erncnterian Hukum Dan HAM

Bidang Operasi
28. Unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional dan ATR Jawa Tengah

Unsur Kantor Wiiayah Direktorat Jenderal Pajak

Jawa Tengah

Biro Sarpras KePolisian Daerah
(3 orang)

Kepala Biro Umum
Jawa Tengah

Kepala Sub Bagian
Jawa'l'engah

Operator l(omPuter Pada
Tengah

Pahandva Jaslos Sloqdam

Badan Intelijen

Jawa Tengah
v

Sekretariat Daerah Provinsi

pacla l(ejaksaan Tinggi

Kejaksaan Tinggi Jawa

IV/ Dtp"""g*.

Kepala Bagian OPerasi Pada
Negara Daerah Jawa Ten8ah-

Bidang OPerasi
29.

Bidang OPerasi
30.

Bidang Logistik

Bidang Logistik

31.

eo

Bidang Logistik
33.

Bidang Logistik
34.

Bidang Logistik
35.

Pahqnda .Iaslos Slosdam IV/Diponegoro Bidang Logistik
36.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan

puao l(antor WilaYah Kementerian
I-IAM

PerlengkaPan
l{ukum Dan

I"*lrje"Koordinator Bidang Protokol Badan

Negara l)aerah Jawa T"'gt!-
I(epala Sekretariat Umum Kepolisian Daerah

Tengah

Jawa

Bidang Logistik
^ryJi,

Bidang Logistik
38.

Bidang Administrasi
Umurm39.
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Bidang Administrasi
Umum40. Kepala Sub tsagian Umum Inspektorat Provinsi

.Iawa Teneah
Bidang Administrasi

Umum4T, pada KejaksaanKepala Sub
Tinsei Jawa

Bagian Persuratan
Tengah

Kaursus Setumdam IV/DiPonegoro 
1

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha 
I

pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan 
I

IHAM

Koordinator Bidang Operasi Intelijen Badan

Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah 
-

Kepala Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Jawa
Tensah

I Kepala Bagian Akutansi pada Biro Keuangan
I Seiretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Bidang Administrast
Umum

Bidang Administrasi
Umum43"

Bidang Administrasi
Umum44.

Bidang Keuangan
45.

Bidang Keuangan46.

Kepala Sub Bagian Keuangan pada Kejaksaan
Tinsei Jawa Tengah

Bidang Keuangan
47.

Paurpamops Situud Kudam IV/Diponegoro Bidang Keuangan48,
Bidang Keuangan49. Perlengkapan

Hukum Dan
Kepala Sub Bagian Keuangan dan
pada Kantor WilaYah Kementerian
HAM

50. dan Logistik
Tengah

Koordinator Bidang Administrasr
Badan Inteliien Negara Daerah Jawa

Bidang Keuangan

Bidang Data dan
Informasi

51. Kepala Bidang Teknologi dan Informasi Kepolisian
Daerah Jawa Tengah

q.) Kepala Biro fiumas Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah

Bidang Data dan
Informasi

53. Fungsional Sandiman
Asisten Bidang Intelijen

Terampil pada Seksi
Kejati Jar,va Tengah

III Bidang Data dan
Inforrnasi

54. I(aursiaplatrta
IV/Diponegoro

Siduklahta Infolahtadam Bidang Data dan
Informasi

55. Kepala Sub Bagian Penlrusunan Pelaporan,
Humas dan Teknologi Informasi pada Kantor
Wilayah Kementerian Flukum Dan HAM

Bidang Data dan
informasi

56. Analisis dan Evaluasi Badan
Daerah Jawa'I'engah

Kepala Bagian
Intelijer: Negara

Bidang Data dan
Informasi

57, Ombuclsman Jawa Tengah Penyelesaian Laporan
dan Pencegahan

Bidang Data dan
Informasi

Sub Satuan Tugas
Bidang Intelijen58. Daerah Jawa TenSa!Dit intelkarn KePolisian

(5 orang)
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Unsur Bad.an Kesanran Bangsa'

Perlindungan Mas)'arakat Provinsi
(5 orang)

ffiejaksaanTinggi
(5 orang)

Asintel Kasdam IV/ DiPonegoro

Danden Inteldam IV/DiPonegoro

Pabanda Sinteldam IV/ DiPonegoro

Pasiops Deninteldam IV/ Diponegoro

riPolltlK Oan
Jau'a Tengah

J
J*t,^ Ta"gah

,/

Sub Satuan Tugas
Bidang Intelijen59"

Sub Satr.lan Tugas
Bidang Intelijen60.

Sub Satuan Tugas
Bidang Intelijen61.

Sub Satuan T'ugas
Bidang Intelijen62.

Sub Satuan Tugas
Bidang Intelijen63.

Sub Satuan Tugas
Bidang Intelijen64,

Sub Satuan Tugas
Bidang Intelijen65.

f.p.f. Sub Bidang Intelijen. dan Penindakan

Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian

Hukum Dan HAM

ffiat. Sub Bidang Lalu Lintas Keimigrasian pada

t o^,",t.'," Wilavah Kementerian l{ukum Dan HAM

Sub Satuan Tugas
Bidang Intelijen66.

Sub Satuan Tugas
Bidang Intelijen67,

?"pr.l. Sub Biclang Registrasi, Informasi dan

Komunikasi pada fantor Wilayah Kementerian

Hukum Dan I{AM

Kepala Sub Bidang Pembinaan' Bimbingan
n.*u..yr.rakatan pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum Dan HAM

I{epa1a Sub Bidang Keamanan pada Kantor
\x/ilqrrah Kernenterian Hukum Dan HAM

Sub Satuan Tugas
Bidang Inteli.jen68.

Sub Satuan Tugas
Bidang Intelijen69.

Sub Satuan Tugas
Bidang Intelijen70.

ffilayah Bactan Intelijen
D_aerah Jawa Tengah (6 orarrg)

tsid.ang Humas Kepolisian Daerah Jawa

t3 "jlnel
Dit Binmas Kepolisian Daerah Jnwa
/O ,-*zr t a\

N.g?

Tengah
{

,'."grh
v

Sub Satuan Tugas
Bidang Intelijen71.

Sub Satuan Tugas
Bidang Pencegahart72.

Sub Satuan Tugas
Bidang Pencegahan/J.

\ bt
Sub Satuan'lugas
Bidang Pencegahan74. Kepala Bagian Bantuan

Biio Hukum Sekretariat
rTl^-,.41r

Hukum dan HAM Pada
Daerah Provinsi Jawa

r6*
Sub Satuan'lugas
Bidang Pencegahan75. Kepala Bagian Pengawasan-Produk Hukum paoa

ei.oHukumsekretariatl)aerahProvinsiJawa
1=el___
i<"p"f" Bidzrng Penegakan Peraturan Daerah pada

Satuan Polisi eamon-g Praja Provinsi Jawa Tengah
Sub Satuan Tugas
Bidang Pencegahan76.



2

--^ r'r^11+11, Aor Fcrlindtlngan
adan Kesaruan Bangsa Politik dan Perlindungan

ls],arakat Prot'insi Jan'a Tengah

.p^f" giaang Umum Kepegarvaian pada Badan

-'.^-^-,"^i^- r'\ecrah Provinsi Jat'a Tengah

o
I Sub Satuan Tugas

Bidang Pencegahana .'7 K
B

178
v
K

Sub Satuan Tugas
Bidang Pencegahan

@a Asisten Intelijen Kejaksaan Sub Satuan Tugas
Bidang Pencegahan/t)

Sub Satuan Tugas
Bidang Pencegahan

Sub Satuan Tugas
Bidang Pencegahau

Sub Satuan Tugas
Bidang Pencegahan

ab6

80. Keoala Seksi Penerangan Hu}<um paoa f\:iISL\.

i:;;;" n"i't"=aan Tinesi Jawa Tengah

Jaksa Fungsronal pada Kejaksaan Tinggi Jawa

i!"e"i, ti "i""el V

Staf Ahli Bidang Sosbud Kodam IV/Diponegoro

81"

82,

Sub Satuan Tugas
Bidang Pencegahan83. Staf Ahli Bidang ilpentek Kodam lv / IJrPUrrcB

Wuf.if Asisten Teritorial Kodam iV/Diponegoro

Pabanda Sterdam IV/ DiPonegoro

Sub Satuan Tugas
Bidang Pencegahan84.

Sub Satuan Tugas
Bidang Pencegahan85.

Instalasi Tahmil Pomdam IVi DiponegoroKepala

Dit Reskrimum dan Bid ProPam

nr,.t.i, Jawa Tengah (36 orang)
Kepolisian

v

Sub Satuan Tugas
Bidang Pencegahan86.

Sub Satuan Tugas
Bidang Penindakan87.

Sub Satuan Tugas
Bidang Penindakan88. pemeriksa IV pada Asisten Pengawasan pacra

tr ^!, ^t,na^-'Fincroi . Iawa TenSah
I\UJqr\esq^^ ^ '--oc

Jaksa Fungsional Pada
Tengah (4 orang)

Kejaksaan Tinggi .law;

Pomdam IV/Diponegoro
v

[o*^.,drn Polisi Militer Kodam IV/Diponegoro

Unsur Penindakan
(7 orang)

Sub Satuan Tugas
Bidang Peninclakan89.

Sub Satuan'l'ugas
Biclang Penindakan90.

Sub Satuan Tugas
Biclang Penindakan91,

Sub Satuan Tugas
Bidang Yustisi92. Dit Resl<rimsus Kepolisian Daerah Jawa lengarr

(36 orang) 

-

Sub Satuan Tugas
Bidang Yustisi93. Pemeriksa I pada Asisten Pengawasan KeJaKsaarr

I$gt J"*" T""s*
Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi JawS

W"f.if l{omanclan Pomdam IV/ Diponegoro

Sub Satuan Tugas
Bidang Ytrstisi94.

Sub Satuan Tugas
Bidang Yustisi95.

Sub Satuan Tugas
Bidarrg Yustisi96. Penyidik Porndam IV/Diponegoro (7 orangl v
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99.

Unsur Kantor Wilayah Kementerian F{ukum Dan

lleftn (2 orang) V

Unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional dan ATR Jawa Tengah

Unsur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

i U"** Inspektur Pembantu pada Inspektorat

3

Sub Satuan Tugas
Bidang Yustisi

Sub Satuan Tugas
Bidang Yustisi

Sub Satuan Tugas
Bidang Yustisi

Sub Satuan Tugas
Bidang Yustisi100

Sub Satuan Tugas
Bidang Yustisi101 Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Uawa

Tengah

TENGAH,

PRANOWO


